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Peningkatan pengcndalinn dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan 
mcmberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. 
karena kcjahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara 
berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleb 
scndikat yang rerorganisasi sccara mantap, rapi dan sangat rahasia. 

Perihal narkotika ini sanga1 eral hubungannya pula dengan para gcnerasi 
penerus bangsa, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di alas sangatlah peating di 
Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang aarkotika ini sebagaimana halnya 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, Tentag Narkotika. 

Dari basil penelitian atas permasalahan yang diajukan �aagaimana keberadaan 
pihak kepolisian di dalarn menanggulnngi kejahatan narkotika ini ... 

Untuk membahas pennasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dengan earn menelaah bahan-bahan teoritis dan penelitian pada Polda 
Sumut. 

Dari basil penelitian maka diketabui Sesuai dengan Undnng-Undang No. 22 
tahun 1997. tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau 
perbuatan yang bertentangan dcngan undang-undang No. 22 Tahun 1997, berarti telah 
melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan babaya besar dari pcri kchidupan 
manusia dan kehidupan ncgam. Berdasarknn hal tersebul maka kcberadaan kepolisian 
amal penting dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini. Kepolisian adalab sebuah 
lembaga yang diserahi tugas untuk mcnjaga ketertiban dan kelentcraman masyarakat, 
schingga dalam pelaksanaan tugas tcrsebut maka kepolisian mcmiliki kewenangan 
untuk mengadakan penyidikan atas scsuatu perbuatan pidana. tcnnasuk halnya dengan 
pcrbuatan pidana penyelahgunaan narkotika Dalam penelitian ini disarankan juga. 
dalam rangka penegakan hukum terbadap kasus penyalabgunaan narkotika ini, pihak 
kepolis ian ini bendakn)a tidak berdiri sendiri. namun harus selalu bckcrja sama 
secara 1erpadu sesuai dcngan kcv.cnangannya masing-masing dan scsuai dengan 
peraruran perundang-undangan yang bcrlak-u. 
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